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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari tanggung jawab pelaku usaha jasa media
televisi “X” atas program siaran dari media televisi “X” yang ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungann Konsumen. Bahwa pada dasarnya konsumen
perlu pula dilindungi dari program siaran yang disiarkan oleh pelaku usaha penyiaran karena
konsumen rentan sekali mendapatkan kerugian atas jasa yang diberikan oleh pelaku usaha
penyiaran khususnya dalam hal kerugian immateriil. Penelitian ini juga menganalisis perihal
klasifikasi dari pelaku usaha penyiaran itu sendiri berdasarkan perspektif hukum perlindungan
konsumen. Klasifikasi yang dianut atau yang dipahami dalam hukum perlindungan konsumen
adalah Kklasifikasi produk dan klasifikasi jasa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian
yuridis normatif yaitu dengan meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori,
konsep yang terkait antara bidang penyiaran dan hukum perlindungan konsumen. Hasil yang
diperoleh penelitian ini adalah konsumen dapat memintakan pertanggung jawaban kepada
pelaku usaha berdasarkan contractual liability sebagai salah satu upaya bagi konsumen
apabila aduan konsumen tidak ditanggapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Atas hal
tersebut maka pelaku usaha penyiaran juga turut pula untuk memperhatikan undang-undang
perlindungan konsumen. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dibidang
penyiaran terhadap fisik dan psikis dari konsumen. BPSK mempunyai kewenangan untuk
memberikan penyuluhan dalam hal pembinaan dan mengedukasi konsumen terkait program

siaran itu sendiri.

Kata kunci: program siaran, klasifikasi produk, klasifikasi jasa, konsumen, pelaku usaha
penyiaran, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Penyiaran Indonesia,

perlindungan konsumen, contractual liability.
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Informasi, sebagaimana diramalkan oleh banyak ‘futurolog’ seperti John
Naisbitt, Patricia Aburdene, Alfin Tofler, Peter Drucker, dan sebagainya, akan
menjadi penentu aspek kehidupan manusia. Karena itu, sejak berakhirnya abad ke-20
diramalkan bahwa abad ke-21 adalah abad informasi. Siapa yang menguasainya,
dialah yang akan memenangkan kompetisi dan siapa yang tidak menguasainya,
niscaya akan tertinggal menjadi sekedar konsumen yang pada gilirannya akan dikuasai
orang lain, bahkan dikatakan pula bentuk penjajahan abad ini sangat tergantung pada
penguasaan informasi itu.!

Pada abad ke-21 ini, media televisi bukan hanya sebagai alat komunikasi, akan
tetapi media ini mempunyai fungsi yang lebih besar lagi yaitu sebagai sarana
pendidikan dan sarana hiburan bagi para penonton sebagai konsumen yang
menyaksikan segala sesuatu yang ditayangkan oleh media televisi. Sementara itu,
konsumen selaku penonton dari tayangan televisi harus cermat, cerdas, dan pintar
untuk memilah-milah segala sesuatu yang ditayangkan oleh televisi baik berupa sarana
informasi, pendidikan dan hiburan yang disuguhkan oleh media televisi. Namun
seperti kita ketahui pada faktanya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat,
tidak dapat kita menyalahkan semuanya kepada masyarakat karena tidak semua
penonton mampu melakukan hal tersebut, kadangkala masyarakat terpaksa untuk
menonton suatu siaran yang sebenarnya tidak layak untuk disuguhkan kepada
masyarakat.

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di era globalisasi
bukanlah suatu hal yang fiktif, melainkan sudah menjadi kenyataan yang diwujudkan
dalam berbagai bentuk. Batas wilayah geografis dan perbedaan waktu sudah tidak lagi
memisahkan manusia, semua orang terkena dampak globalisasi.? Semua bangsa di
muka bumi saat ini, menghadapi tren perubahan dan perkembangan dunia teknologi

komunikasi dan informasi yang spektakuler. Revolusi informasi dan komunikasi telah

1
2

John Naisbitt, Megatrend 2000, Great Britain, Sidgwick & Jackson Ltd, 1990, him.45.

Id.



melahirkan peradaban baru, sehingga mempermudah manusia untuk saling
berhubungan serta meningkatkan mobilitas sosial.> Di samping itu, kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi pun mampu mengatasi jarak ruang dan waktu.

Pakar komunikasi Abdul Muis, mengatakan sebagai berikut :

“...kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menghadirkan aneka ragam
saluran (media) yang kian lama kian canggih dan memungkinkan segala macam
kejadian.”

Masuknya televisi di Indonesia (Jakarta) pada tahun 1962, bertepatan dengan Asian
Games yang ke-4. Ketika itu Indonesia menjadi tuan rumah. Peresmian pesta olahraga
tersebut bersamaan dengan peresmian penyiaran televisi oleh Presiden Soekarno pada
tanggal 24 Agustus 1962. Televisi yang pertama muncul adalah TVRI. Jumlah
pesawat televisi yang ada di Jakarta sebanyak 10.000 buah. Tujuh tahun setelah TVRI
diresmikan, jumlah pesawat televisi di Jakarta meningkat menjadi 65.000 buah.
Sampai akhir Maret 1972, jumlah televisi di Indonesia adalah 212.580 buah. Ketika
peresmian satelit komunikasi Palapa dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal
17 Agustus 1976, bertepatan hari kemerdekaan Indonesia ke-31, mulailah dunia

komunikasi massa di Indonesia berkembang dengan sendirinya.’

Dengan pesatnya perkembangan media televisi saat ini, dapat dikatakan
sebagai kebutuhan primer manusia karena sebagai salah satu sarana untuk menunjang
kebutuhan hidupnya. Apabila ditarik secara historis, kepemilikan terhadap benda
televisi pada abad 20 dianggap langka dan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.
Zaman dahulu sebagaimana yang telah kita ketahui, orang-orang pasti akan
berbondong-bondong menonton televisi di rumah tetangganya karena sebagai sarana
hiburan bagi masyarakat. Kini dengan berubahnya era dan perkembangan teknologi,
televisi dianggap sebagai kebutuhan primer karena sebagai sarana penghibur dikala
seseorang jenuh akan kehidupan yang sedang dijalaninya seperti kejenuhan dalam
pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, dunia pertelevisian
berkembang pesat, terbukti dengan bermunculannya televisi swasta dibarengi dengan

deregulasi pertelevisian Indonesia oleh Pemerintah. Sejak tanggal 24 Agustus 1990,
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ada berbagai alternatif tontonan bagi masyarakat Indonesia, diantaranya TVRI, RCTI,
SCTV, MNC, GlobalTV, dan ANTV. Dengan demikian, semakin maraklah media
televisi di Indonesia.’

Dalam hal ini media televisi dapat dikatakan sebagai penyedia jasa dan
seseorang yang menikmati jasa media televisi dapat dikatakan sebagai konsumen
(penonton). Bahwa istilah konsumen ini berasal dari alih bahasa dari kata consumer
(Inggris-Amerika), atau consumen/konsument (Belanda). Pengertian consumer dan
consument ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Secara harafiah arti kata
consumer itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang
dan jasa. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang
diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai
dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.” Pengertian konsumen
menurut Philip Kotler di dalam bukunya yang berjudul Principles of Marketing adalah
semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa
untuk dikonsumsi pribadi.® Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
mengartikan konsumen akhir sebagai pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak
untuk diperdagangkan kembali.® Dari beberapa pandangan yang telah dikemukakan
sebelumnya penonton dapat diartikan sebagai konsumen juga karena dianggap sebagai
pemakai jasa yang mana sarana media hiburan melalui media televisi merupakan
sarana yang beredar dimasyarakat yang dapat dinikmati oleh dirinya sendiri atau
keluarga dan tidak diperjualbelikan.

Pengelola stasiun penyiaraan dituntut untuk memiliki kreativitas seluas
mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik. Menurut Vane-Gross
yang dimaksud dengan menarik adalah bagaimana suatu program mampu menarik
audiennya.'® Berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian
besar berdasarkan jenisnya yaitu: 1) program informasi (berita) dan; 2) program

hiburan (entertainment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis,
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yaitu berita keras (hard news) yang merupakan laporan berita terkini yang harus
segera disiarkan dan berita lunak (soft news) yang merupakan kombinasi dari fakta,
gossip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu
musik, drama permainan (game show), dan pertunjukkan.!

Di dalam penulisan hukum kali ini, penulis hanya membahas mengenai
tayangan televisi berupa program informasi dengan jenis program yaitu gossip.
Program informasi di televisi, sesuai dengan namanya, memberikan banyak informasi
untuk memenuhi rasa keingintahuan penonton terhadap suatu hal. Program informasi
adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan
(informasi) kepada khalayak audien. Daya tarik program ini adalah informasi, dan
informasi itulah yang “dijual” kepada audien. Dengan demikian, program informasi
tidak hanya melulu program berita dimana presenter atau penyiar membacakan berita
tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk juga talk show (perbincangan),
misalnya wawancara dengan artis, orang terkenal atau dengan siapa saja.*? Di dalam

Pasal 28, huruf F Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan kajian filosifis di atas, penulis berpandangan bahwa setiap orang tanpa
terkecuali mempunyai hak-hak yang salah satunya adalah mendapatkan informasi.
Informasi yang didapatkannya dapat diperuntukan atau dimanfaatkan untuk
mengembangkan lingkungan sekitar dan dirinya sendiri dengan menggunakan
berbagai macam media yang tersedia. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah
data yang diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai
nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau
keputusan-keputusan yang akan datang.'® Penulis lain, yaitu Burch dan Strater,

mengemukakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk
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memberikan pengetahuan atau keterangan.!* Dari kedua pendapat yang telah
dikemukakan di atas, penulis memiliki penafsiran terhadap “informasi” bukan secara
terbatas atau sempit (restriktif) yang diartikan sebagai pemberian data yang telah
didapatkan, diolah dan disimpulkan, melainkan fungsi “informasi” dapat ditafsirkan
secara luas (ekstensif) yaitu sebagai sumber pengetahuan, media hiburan, penambahan
wawasan dan lain-lain. Pendapat yang penulis kemukakan sebelumnya senada dengan
pendapat Morisson M.A di atas yang menyatakan bahwa tujuan dari program

informasi adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan
bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya media televisi salah
satunya mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yaitu sarana hiburan
dikemas dengan informasi pendidikan yang mana pemahamannya dapat
disederhanakan bahwa tayangan-tayangan yang disuguhkan oleh media televisi
seminimal mungkin memberikan tontonan yang bermutu atau bermanfaat bagi
konsumen. Hal tersebut memiliki hubungan korelasi yang erat dengan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaraan menyebutkan bahwa:

“Penyiaraan diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional,
terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan
kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun
masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri
penyiaraan Indonesia.”

Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyiaran yang dilakukan
oleh pelaku usaha media televisi harus bertujuan untuk membina watak dan jati diri
bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi dengan perkembangan yang
begitu pesat di dalam industri ini dan permintaan (demand) terhadap hiburan yang
dibutuhkan oleh masyarakat akhir-akhir ini menyuguhkan tayangan yang dapat
dikategorikan sebagai hiburan yang tidak sehat. Hal tersebut terlihat jelas di dalam
beberapa program siaran hiburan yang beredar di dalam masyarakat yaitu salah
satunya adalah brownis, yang mana acara ini ditayangkan oleh Trans TV sebagai

acara hiburan untuk masyarakat dengan program siaran talkshow atau bincang-bincang
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antara pembawa acara dengan bintang tamu serta disela-sela acara ada juga hiburan
berupa “candaan” atau bahasa yang lebih dikenal di dalam masyarakat adalah
“lawak”.

Program acara brownis merupakan program talk show yang menghadirkan
bintang tamu dari kalangan artis untuk berbincang-bincang bersama selain itu ada pula
tantangan yakni merubah penampilan dan kejutan-kejutan yang diberikan baik untuk
para host maupun para selebritis yang diundang hadir dalam program acara tersebut.®
Menurut penulis tayangan brownis sudah selayaknya untuk tidak dipertontonkan
kepada masyarakat karena program siaran ini memiliki muatan-muatan berupa hinaan-
hinaan, acara hiburan dalam bentuk “candaan” atau lawak”, acara talkshow yang
mengumbar-umbar rahasia seseorang (aib) dimuka umum, dan lain-lain.

Tindakan negara untuk menghindari atau mencegah perbuatan sebagaimana
yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan membuat instrumen hukum terkait
fungsi isi siaran itu sendiri yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaraan yang menyebutkan bahwa:

“Penyiaraan sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.”

Fungsi-fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan pada ketentuan di atas, apabila
dikaitkan terhadap program siaran brownis di atas perihal “sudah selayaknya tidak
ditayangkan kepada konsumen”, menurut penulis lembaga penyiaran swasta
seharusnya menyiarkan program siaran yang berkualitas dengan menjunjung tinggi
sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaraan yang menyebutkan bahwa:

“Penyiaraan diarahkan untuk:

a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;...”

Dari ketiga arahan di atas, undang-undang menginginkan bahwa penyiaraan yang
dilakukan oleh pelaku usaha secara eksplisit dengan mengandung muatan siaran

berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan makna dari UUD’1945, menjaga dan
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meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, dan meningkatkan

kualitas sumber daya manusia.

Dari ketiga hal tersebut, undang-undang menginginkan bahwa anak bangsa
Indonesia harus mempunyai kualitas mental yang baik dengan tujuan untuk
membangun bangsa ini menjadi lebih maju. Perihal isi siaran telah diatur di dalam
Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang
menyebutkan bahwa:

“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat
untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa,
menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan
budaya Indonesia.”

Selain itu, penulis juga merujuk pada salah satu pasal yang terkait dengan larangan
dalam program siaran yaitu Pasal 36 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaraan menyebutkan bahwa:

“Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau
mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak
hubungan internasional.”

Pengawasan terhadap program siaran menurut ketentuan Undang-Undang Penyiaran
adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI adalah lembaga negara yang bersifat
independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPl mempunyai tugas dan
kewajiban berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran yang salah satunya adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh
informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta
mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Hal inilah merupakan bentuk tugas
dari KPI menjamin kepentingan masyarakat atas program siaran yang dihasilkan oleh
lembaga penyiaran swasta. KPlI mempunyai kewenangan dalam menjalankan
fungsinya sebagaimana dimaksud yaitu:*’

“a. Menetapkan standar program siaran;

b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;

c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta
standar program siaran;...”

17 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan
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Pendelegasian kewenangan untuk membentuk suatu peraturan terkait standar program
siaran telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan membentuk
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI1/03/2012 tentang Pedoman
Perilaku Penyiaran dan harus dipatuhi oleh setiap stasiun penyiaran. Pedoman Perilaku
Penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa Yyang
diperbolehkan dan/atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan
(produksi) program siaran, sedangkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
01/P/KPI1/03/2012 tentang Standar Program Siaran merupakan panduan tentang
batasan apa yang diperbolehkan dan/atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam
program siaran. Dalam hal ini P3SPS adalah suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dan menjadi acuan bagi stasiun penyiaran dan KPI untuk
menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.!® P3SPS
memuat sejumlah aturan main yang harus dipatuhi pengelola program penyiaran
ketika memproduksi jenis program tertentu salah satunya adalah program

perbincangan.*®

Namun, berbagai macam peran KPI sebagai wadah dari aspirasi masyarakat
tidak berjalan dengan baik karena sangat berbanding terbalik terhadap fakta yang
terjadi di dalam lapangan. Asumsi penulis adalah KPI lebih mengedepankan
kebutuhan dari para stasiun televisi dibandingkan masyarakat karena permintaan
(demand) pasar terhadap program siaran seperti brownis mempunyai permintaan
(demand) yang cukup tinggi sehingga media televisi memberikan pasokan (supply)
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada prinsip dasar
ekonomi yang menjadi pegangan penulis bahwa ketika ada demand maka pelaku
usaha berusaha memberikan supply untuk mencari keuntungan. Hal seperti ini tetap
diwajarkan mengingat sebagai upaya pelaku usaha untuk dapat mencari keuntungan
dari kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen, namun perlu adanya pengarahan yang
baik dan tepat pada pelaksanaan peraturan sebagaimana yang dimaksud di atas. Maka
dalam hal ini, menurut penulis KPI perlu memberikan sanksi secara tegas bukan hanya
sanksi administratif melainkan sanksi yang dapat membuat efek jera para pelaku usaha

media televisi. Pentingnya sanksi tegas ini guna melindungi anak-anak bangsa

18 Morissan M.A, Supra no.11, him.356.
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sehingga baik secara watak, tingkah laku, moral, informasi yang didapat dan lain-lain
dapat berguna bagi masa depannya sehingga dapat memajukan bangsa Indonesia.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis berusaha untuk menarik atau
mengkaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan
perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan
konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif
dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan
pelaku usaha.?’ Oleh karena itu untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang
dan/atau jasa, maka undang-undang menentukan larangan terhadap pelaku usaha
dengan mematuhi ketentuan di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang :

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;...”

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi
barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
dimaksud.?! Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut
Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di
masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai
dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.??
Dari apa yang telah dijelaskan di atas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga
berusaha melindungi konsumen (penonton) terhadap isi program siaran media televisi
yang tidak berbobot untuk ditayangkan kepada konsumen. Penentuan tidak berbobot

yang dimaksud oleh penulis adalah ketidaklayakan program siaran yang disiarkan
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kepada konsumen yang bertentangan atau melanggar ketentuan Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Apabila media televisi memberikan tayangan tidak berbobot kepada
konsumen, maka sudah sepatut dan selayaknya media televisi melakukan tindakan
hukum yaitu berupa tanggung jawab kepada konsumen yang menonton tayangannya
apabila menimbulkan kerugian terhadap konsumen atas kerugian yang dirasakan
olehnya baik kerugian secara materiil maupun immateriil. Secara teori di dalam
hukum perlindungan konsumen, dikenal beberapa bentuk tanggung jawab dengan
aspek hukum yang masing-masing memiliki perbedaan. Hukum Perlindungan
Konsumen mengenal dua bentuk aspek tanggung jawab yaitu tanggung jawab pelaku
usaha barang dan tanggung jawab pelaku usaha jasa. Ketentuan terkait tanggung jawab
pelaku usaha barang terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk cara yaitu hubungan langsung
antara pelaku usaha dan konsumen dan hubungan tak langsung antara pelaku usaha
dan konsumen. Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha jasa terbagi dua ke dalam
tanggung jawab pelaku usaha jasa profesional dan tanggung jawab pelaku usaha jasa
komersial .z

Namun apabila melihat praktik yang terjadi di dalam lapangan pada bidang
penyiaran, penulis berpendapat bahwa adanya kebiasan karena sulit untuk
membedakan dan juga mengkategorikan apakah suatu program siaran dikatakan
sebagai barang atau suatu program siaran dikatakan sebagai jasa. Selain itu juga
tanggung jawab pelaku usaha antara tanggung jawab pelaku usaha barang dan
tanggung jawab pelaku usaha jasa mempunyai ketentuan atau persyaratan yang
berbeda agar supaya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan di atas maka penulis perlu
mengkaji terhadap tindakan media televisi atas program siaran yang melanggar
peraturan-peraturan yang telah dijabarkan di atas dengan mengkaji melalui
tanggungjawab pelaku usaha jasa komersial terhadap konsumen. Maka dalam

penulisan hukum ini akan berjudul:

2 Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Bahan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen,
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.
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“Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Media Televisi “X” Atas Program
Siaran Dari Media Televisi “X” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Perumusan Masalah
Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan

sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang

dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah klasifikasi tanggung jawab pelaku usaha media televisi “X” atas program
siaran “Y” berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha media televisi “X” atas program
siaran “Y” berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen?

. Tujuan Penelitian
Penulisan atas permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen
terhadap isi penyiaran media televisi yang ditinjau dari undang-undang perlindungan

konsumen. Maka melihat permasalahan tersebut penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberikan penjelasan perihal apakah program siaran “Y” yang disiarkan
oleh media televisi “X” dapat diklasifikasikan sebagai tanggung jawab pelaku
usaha barang atau tanggung jawab pelaku usaha jasa.

2. Untuk memberikan penjelasan perihal bagaimana pertanggungjawaban media
televisi terhadap salah satu program siaran yang disiarkan olehnya sebagai pelaku
usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

Manfaat Penelitian
Dalam penelitian yang akan dilakukan terhadap isi siaran yang dilakukan oleh

media televisi ini pada dasarnya ingin memberikan jaminan kepada penonton
berdasarkan prinsip kepastian hukum atas perbuatan media televisi terhadap isi siaran
yang dapat dinilai merusak berbagai macam aspek kehidupan yang telah dibangun

oleh para pendiri bangsa sehingga berdampak pada rusaknya integrasi nasional, tidak
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terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, tidak turut
membantu Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan
sejahtera. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membenahi dan
memperbaiki perilaku media televisi untuk dapat mengembangkan acara-acara yang
berbobot dan bermanfaat demi mewujudkan sebagaimana yang telah disebutkan

sebelumnya.

5. Metode Penelitian
Berdasarkan KBBI, metode memiliki pengertian sebagai cara teratur yang

digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang
dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu
kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.?* Sedangkan penelitian merupakan
kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara
sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu
hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.? Di dalam penelitian ini,
jenis metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis
normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai
bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.?®
Bila disimpulkan, metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk
melakukan analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif guna
memecahkan suatu permasalahan. Oleh karena itu di dalam penulisan ini, penulis akan
menjawab rumusan masalah dengan mengacu kepada hukum positif yang berlaku serta
doktrin-doktrin yang relevan. Peraturan yang relevan terhadap kajian penelitian ini
adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan peraturan di
bawahnya yakni Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KP1/03/2012

24 Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/metode pada 31 Juli 2019 pukul 23.09
WIB.

%5 Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/teliti pada 31 Juli 2019 pukul 23.12
WIB.

% Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers,
Jakarta, 2001, him.13-14.
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tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia
Nomor 02/KP/P/KP1/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan 3 jenis sumber hukum yaitu sumber hukum primer, sumber
hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Yang mana dari ketiga sumber hukum
tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat?’, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaraan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga
Penyiaran Swasta.

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun
2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan
Penyiaran.

6. Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 01/KP1/07/2014 tentang
Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KP1/03/2012
tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KP1/03/2012
tentang Standar Program Siaran.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum,
karya ilmiah dari kalangan hukum?®, serta bahan lainnya yang berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian ini., diantaranya yaitu :

1. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dengan judul Hukum

Perlindungan Konsumen;

27 No Name, diakses dari http://digilib.unila.ac.id/5200/12/BAB%20l11.pdf pada 26 Februari 2020 pukul 00.06,
him.25.
28 d.
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5.1.

N o o &

10.
11.

12.

13.

14.

1.
2.

Morissan, M.A dengan judul Manajemen Media Penyiaran: Strategi
Mengelola Radio dan Televisi;

Danrivanto Budhijanto dengan judul Hukum Telekomunikasi,
Penyiaran, dan Teknologi Informasi;

Rosmawati dengan judul Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen;
Wardah dengan judul Hak Konsumen Dalam Penyiaran Televisi;
John Naisbit dengan judul Megatrend 2000;

Wawan Kuswandi dengan judul Komunikasi Massa (Sebuah
Analisis Isi Media Televisi);

Philip Kotler dengan judul Principles of Marketing;

Nurmadjito dengan judul Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-
undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia;

Hinca Panjaitan dengan judul Memasang televisi;

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji dengan judul Penelitian Hukum
Normatif (Suatu Tinjauan Singkat);

Gordon B. Davis dengan judul Management Information System:
Conceptual Foundation, Structure, and Development;

Bruch and Strater dengan judul Information System: Theory and
Practice;

Edwin T. Vane, Lynne S. Gross dengan judul Programming for TV,
Radio and Cable.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder?,

misalnya:

Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Black’s Law Dictionary.

Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yakni sifat

deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala,
peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Metode ini dilakukan dengan

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya

29 1d, him.26.
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pada saat penelitian berlangsung.®® Kemudian yang dimaksud dengan analitis

adalah penelitian ini, terdapat orientasi untuk memecahkan masalah.?! Bila

disimpulkan penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau

peristiwa yang ada.

5.2.  Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data dan Teknis Analisis

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan

jenis data dan teknik analisisnya kualitatif dikaitkan dengan:

1.
a.
b.

o 82

o o

Sumber Hukum Primer:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran
Swasta.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016
tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
Peraturan  Komisi  Penyiaran Nomor 01/KP1/07/2014 tentang
Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KP1/03/2012 tentang
Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KP1/03/2012 tentang
Standar Program Siaran.

Sumber Hukum Sekunder:

Buku-buku di bidang hukum perdata.

Buku-buku dibidang hukum perlindungan konsumen.

Buku-buku dibidang hukum penyiaran.

Jurnal-jurnal hukum penunjang penulisan skripsi.

6. Rencana Sistematika Penulisan

BAB |

Pendahuluan

0 d.

81 Sulipan, Pendekatan Deksriptif Analitis, diakses dari https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-
deskriptif-analitis pada 31 Juli 2019 pukul 23.18 WIB.

15


https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis
https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat umum dan menyeluruh yang akan
dijelaskan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, uraian
masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

BAB Il : Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian dari pelaku usaha, dengan menjelaskan
apakah penyedia jasa media-media televisi swasta yang menyiarkan berbagai macam
program kepada masyarakat dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana yang
dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

BAB Ill: Kajian Normatif Terhadap Program Siaran Talk Show Yang
Ditayangkan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta “X”

Bab ini akan menjelaskan mengenai kajian normatif terhadap standar-standar program
siaran yang seharusnya dan selayaknya ditayangkan oleh media televisi berdasarkan 3
(tiga) kriteria ruang lingkup peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaraan, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KP1/03/2012
tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia
Nomor 02/P/KP1/03/2012 tentang Standar Program Siaran, dengan tujuan agar dapat
dinikmati oleh konsumen selaku pengguna jasa media televisi dengan memperhatikan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV: Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Media Televisi “X” Atas
Program Siaran “Y” Yang Disiarkan Oleh Media Televisi “X” Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bab ini akan membahas perihal menentukan pengklasifikasian program siaran
termasuk ke dalam Klasifikasi produk atau klasifikasi jasa. Lalu setelah menentukan
Klasifikasi tersebut, pembahasan dilanjutkan lagi terhadap tanggung jawab dari
program siaran brownis (obrolan manis) yang disiarkan oleh Trans TV berdasarkan
doktrin dan juga pertanggung jawabannya berdasarkan undang-undang perlindungan
konsumen.

BABV : Penutup

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai penutup, yang akan

memberikan kesimpulan dari keseluruhan teori dan analisis yang telah dijabarkan
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dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga memuat saran-saran yang

berkenaan dengan topik yang diangkat dalam penulisan ini.
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